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SALINAN

BUPATI KEDIRI

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATTIRAN BUPATI KEDIRI

NOMOR 57 TAHUN 2015

TENTANG

KAWASAN PERUNTUKAN PERTAMBANGAN

MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

DI KABUPATEN KEDIRI

DENGAN RAHMAT TI]HAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

bahwa mineral bukan logam dan batuan mempunyai peranan penting

dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, sehingga pengelolaannya

perlu dilakukan secara berdayaguna, berhasilguna, bertanggungjawab dan

berkelanjutan serta pemanfaatannya ditujukan bagr sebesar-besarnya

kesejahteraan rakyat;

bahwa dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan bahan tambang hasil

inventarisasi potensi pertambangan yang ada di Kabupaten Kediri perlu

ditetapkan kawasan peruntukan pertambangan mineral bukan logam dan

batuan, agar pemanfaatan bahan tambang sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku;

bahwa dari hasil rapat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur

tanggal 18 Agustus 2015, Kabupaten Kediri perlu membuat Peraturan

Bupati terkait kawasan peruntukan pertambangan agar kegiatan

pertambangan dapat berjalan sesuai ketentuan serta sesuai Nota Dinas dari

Kepala Dinas Pengairan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Kediri

Nomor 188121871418.4112015 tanggal 7 oktober 2015 perihal peraturan

Bupati Kediri tentang Kawasan Peruntukan Pertambangan di Kabupaten

Kediri dan Berita Acara Hasil Rapat Nomor 545/2417/418.4l/2015 tanggal

4 November 2015, perlu mengatur tentang kawasan perunfukan

pertambangan mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Kediri;
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bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,

huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kawasan

Peruntukan Pertambangan Mineral Bukan Logam Dan Batuan di

Kabupaten Kediri;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

yang Bersih dan Bebas dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 4l Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86,Tambahan Icmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4412);

Undang-Undang Nomor 33 Tahrm 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4959);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan

Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tatlrn 2009

Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

s049);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4959);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

s234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana beberapakali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

s679);
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Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah

Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor

28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5lll) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5282);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral

dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor

85, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca

Tambang (Lembarar Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun

2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan

Batubara;

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun

2010 tentalg Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral dan

Batubara;

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun

201 1 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Usaha Pertambangan dan

Sistem Informasi Wilayah Pertambangan Mineral dan Batubara;

Peraturan Menten Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2012

tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan

dan Pemumian Mineral;
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Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun

2013 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan pertambangan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I Tahun 2014 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor

555 K/26/MPEll995 tentang Keselamatan dan Kesehatan pertambangan

Umum;

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1204

Kl30ll,tEM/2014 tentang Penetapan Wilayah pertambangan pulau Jawa

dan Bali;

Peratumn Gubemur Jawa Timur Nomor 62 Tahun 2010 tentang Kriteria

Kerusakan Lahan Penambangan Sistem Tambang Terbuke di Jawa Timur;

Peraturan Gubemur Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2015 tentang pedoman

Pemberian Izin Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral di Jawa Timur;

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 20 Tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Ke{a Dinas Pengairan, pertambangan dan Energi

(Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 54);

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 20ll tentang pajak

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 201 1 Nomor 1,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 86);

Menetapkan :

IT{EMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI KEDIRI TENTANG KAWASAN

PERUNTUKAN PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN

BATUAN DI KABUPATEN KEDIRI.

BAB I
KETENTUANUMUM

Pasal I
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

l. Daerah adalah Kabupaten Kediri.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kediri.

3, Bupati adalah Bupati Kediri.

4. Rekomendasi adalah pemberian saran, anjuran dan pemberitahuan yang dapat memperjelas

maksud pemebe.i .";,omgndasi untuk mendapatkan pandangan atau tanggapan yang positif

dari pemohon rekomendasi.

20

21.

22

23.

24

25

26.

27



5

5. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian,

pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum,

eksplorasi, studi kelayaan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemumian,

pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

6. Kawasan Peruntukan Pertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi sumber daya

bahan tambang dan merupakan tempat dilakukannya kegiatan pertambangan di wilayah

darat maupun perairan.

7. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan

kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungamya yfig membentuk batuan,

baik dalam bentuk lepas atau padu.

8. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau

batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta pertambangan batubara.

9. Usaha Pertambangan adalah kegiatan rlalam rangka pengusahaan mineral yang meliputi

tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi,

penambangan, pengolahan dan pemumian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca

tambang.

10. Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki

potensi mineral bukan logam dan batuan dan tidak terikat batas administrasi pemerintah

yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.

I l. Wilayal Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WUP, adalah bagian dari WP yang

telah memiliki ketersediaan data, potensi, dadatau informasi geologi.

12. Masyarakat adalah masyarakat yang berada di wilayah Kabupaten Kediri.

BAB II
MAKSUDDAN TUJUAN

Pasal 2

Kawasan Peruntukan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Kediri

diatur dalam Peraturan Bupati dimaksudkan :

a. agar kegiatan pertambangan di Kabupaten Kediri dapat dilaksanakan sesuai dengan

peraturan perundangan yang berlaku; dan

b. agar dapat memanfaatkan sebesar-besamya potensi pertarnbangan mineral bukan logam dan

batuan bagi kesejahteraan masyarakat, menunjang pembangunan dan meningkatkan

pertumbuhan ekonomi.

Pasal 3

Kawasan Peruntukaa Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Kediri

diatur dalam Peraturan Bupati, bertujuan :
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a. memenuhi kebutuhan material untuk pembamgunan inlrastruktur di wilayah Kabupaten

Kediri dan/atau Jawa Timur;

b. meningkatkan perekonomian masyarakat, sebagai pengungkit perekonomian Kabupaten

Kediri dan menyerap lapangan pekedaan; dan

c. menambah lapangan ke{a baru bagi masyarakat, khususnya di sekitar tambang daa

masyarakat Kediri pada umumnya

BAB UI
KAWASAN PERUNTUKAN PERTAMBATTGAN

Pasal 4

(1) Kawasan Peruntukan Pertambangan mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Kediri

diteapkan berdasarkan pada :

l. sebaran formasi mineral bukan logam dan batuan;

2. data indrkasi mineral bukan logam dan batuan;

3, data potensi mineral bukan logam dan batuan;

4. data cadangan mineral bukan logam dan batuan, dan/ atau

5. hasil kajian atau singkapan atau yang telah dilakukan penggaliar/ penambangan.

(2) Kawasan peruntukkan pertambangan sebagaimana dr'maksud pada ayat (l) berupa kawasan

pertambangan mineral bukan logam dan batuan.

Pasal 5

Kawasan peruntukan pertambangan mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 merupakan kawasan peruntukan pertambangan mineral bukan logam dan batuan

dengan wilayah meliputi :

a. Kecamatan Mojo;

b. Kecamatan Semen;

c. Kecamatan Banyakan;

d. Kecamatan Grogol;

e. Kecamatan Tarokan;

f. KecamatanNgadiluwih;

g. Kecamatan Kras;

h. KecamatanGampengrejo;

i. Kecamatan Papar;

j. KecamatanPurwoasri;

k. Kecarnatan Kandat;

l. Kecamatan Wate s; dan

m. Kecamatan Pare.
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BAB IV
KETENTUAI\I PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupa.ti ini disusun berdasarkan Nota Dinas dari Kepala Dinas Pengairaq Pertambangan

dan Energi Kabupaten Kediri Nomor l&8l2l97t4l8 41/2015 tanggal 7 oktober 2015 perihal

Peraturan Bupati Kediri tentang Kawasan Peruntukan Pertambangan di Kabupaten Kediri dan

Berita Acara Hasil Rapat Nomor 54512417/418.4112015 tanggal 4 November 2015 dengan hasil
peserta rapat memutuskan menetapkan Peraturan Bupati Kediri tentang Kawasan peruntukan

Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Kediri, serta mulai berlaku sejak

tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan peng,ndangan peraturan Bupati ini
dengirn penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri

Ditetapkan di Kediri

pada tanggal 6 - ll-2015

PJ.BUPATI KEDIRI,

ttd

IDRUS
Diundangkan di Kediri

padatanggal 6-ll-2015
SEKRETARIS DAERAE KABTJPATD,N KEDIRI,

ttd

SUPOYO

BERITA DAERAE KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2015 NOMOR 57

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Umum


